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PUTUSAN
Nomor 79 K/Ag/2020
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus

sebagai berikut dalam perkara:
MOHAMAD WAFI, S.E. BIN ABDUL HAFIDZ, bertempat
tinggal di Kompleks Sekneg Blok D.II/13 RT. 009 RW. 003
Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota
Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
H. Syamsul Bahar, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat,
berkantor di Kalibata City Unit F-01 BB lantai 1 Jalan
Kalibata City Raya Nomor 1 Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019;
Pemohon Kasasi;

Lawan

ELI SUSANNA, S.Kom. BINTI HAMSYARI ISMAIL
MADJID, bertempat tinggal di Pondok Hijau Golf Cluster
Safir Blok KG 15 Nomor 47 RT. 015 RW. 009 Kelurahan
Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohamad Wafi, S.E. Bin Abdul Hafidz)
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untuk menjatuhkan talak dan mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon (Elly Susanna, S. Kom. Binti Hamsyari Ismail Madijid);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan
Agama Tigaraksa dengan Putusan Nomor 5726/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.
tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1440
Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama
Banten dengan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PTA.Btn. tanggal 5
September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1441
Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 September 2019, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019 diajukan
permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2019 sebagaimana ternyata
dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5726/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., jo. Nomor
92/Pdt.G/2019/PTA.Btn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Tigaraksa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada
tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
3 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas

untuk seluruhnya;
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2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor
92/Pdt.G/2019/PTA.Btn. tanggal 5 September 2019;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa  Nomor
5726/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. tanggal 29 Mei 2019;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Agama maupun
Pengadilan Tinggi Agama,;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan

nilai-nilai  keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam

masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2019
yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra
memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan
Tinggi Agama Banten, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai
berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak salah dalam menerapkan
hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa belum cukup indikator rumah tangga Pemohon dan Termohon
telah pecah, karena Pemohon dan Termohon masih hidup serumah, pada
bulan Januari 2018 masih berlibur bersama ke Korea dan pada tanggal 22
Juli 2018 ke Dufan Ancol sedangkan perkara didaftarkan pada tanggal 27
November 2018;

Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan yang terkecil berumur 2 (dua) tahun 6
(enam) bulan, namun demikian istri masih mencintai suaminya sehingga istri
rela berhenti bekerja sebagai karyawati bank;

Bahwa unsur rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi tidak ditemukan/tidak terpenuhi;
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Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena bukan
alasan kasasi yang dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009, melainkan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bukan
menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan dalam pemeriksaan
tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam perkara ini
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mohamad Wafi,
S.E. Bin Abdul Hafidz, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi
dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, MOHAMAD
WAFI, S.E. BIN ABDUL HAFIDZ, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);
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Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh Dr. H. Amran Suadi,
S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H.
Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag.,
M.Ag., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd. ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.
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Biaya-biaya Kasasi:
lLMeterai............. Rp 6.000,00
2Redaksi....... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi ........... Rp489.000,00
Jumlah...................... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005
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